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Menimbang : a. bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan dan 

mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong 

pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta 

memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan 

kepada koperasi, sehingga koperasi mampu 

melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai 

tujuan; 

  b.  bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang 

Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian 

dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3540); 

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang 

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3591); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang 

Modal Penyertaan pada koperasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744); 

7.   Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 106); 

8.   Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555); 
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9.   Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2016 tentang 

Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1918); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAN DAN PEMBINAAN 

PERKOPERASIAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar 

atas asas kekeluargaan. 

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan Koperasi.  

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan orang perseorangan.  

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan badan hukum Koperasi. 

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi 

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang 

bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada 

Pengurus.  

7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih 

melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan 

tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah. 
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8. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang 

bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi 

untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili 

Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar. 

9. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama 

banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada 

saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil 

kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 

anggota. 

10. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang 

tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada 

koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang 

tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota. 

11. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh 

dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang 

dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

12. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan 

mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada 

koperasi. 

13. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah 

pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun 

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban 

lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 

bersangkutan. 

14. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah 

imbalan; 

15. Standar Akuntansi Keuangan adalah pedoman sistem 

pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan 

penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu 
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kesatuan ekonomi yang baku. 

16. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang 

modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan 

oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat 

struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan 

kegiatan usahanya.  

17. Obligasi Koperasi adalah instrumen utang dalam bentuk 

surat berharga yang digunakan untuk keperluan 

pembiayaan Investasi dalam rangka pengembangan 

dan/atau restrukturisasi usaha, yang diterbitkan oleh 

Koperasi.  

18. Surat Utang Koperasi yang selanjutnya disingkat SUK 

adalah surat utang yang dapat dimanfaatkan untuk 

membiayai suatu usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi 

atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki 

potensi memberikan hasil yang berkelanjutan. 

19. Prospektus adalah keterangan tertulis dan terperinci 

mengenai kegiatan baru perusahaan atau organisasi yang 

disebarluaskan kepada umum. 

20. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang 

dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan 

koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. 

21. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis 

yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. 

22. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta 

perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam 

rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang 

berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau 

kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu 

rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk 

menandatangani perubahan anggaran dasar. 

23. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya 

disingkat NPAK adalah  Notaris yang telah ditetapkan 

atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi 

oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  

www.peraturan.go.id


